
ABSTRAK PERATURAN 

TARIF - BADAN LAYANAN UMUM - KEMENTERIAN AGAMA 

2018 

PERMENKEU RI NOMOR 162/PMK.05/2018 TANGGAL 18 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1671) 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN 
UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG PADA KEMENTERIAN AGAMA 

ABSTRAK :  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo 
Semarang pada Kementerian Agama telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang 
menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan atas usulan Menteri Agama, dan sesuai dengan usulan tarif layanan Badan Layanan 
Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama melalui surat 
Nomor B-3185/SJ/B.III.2/KU.03.1/04/2018 tanggal 13 April 2018, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan mengenai tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri 
Walisongo Semarang pada Kementerian Agama; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan               
PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); Permenkeu RI No. 100/PMK.05/2016 
(BN Tahun 2016 No. 915); 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      
Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada 
Kementerian Agama merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan 
Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama kepada pengguna 
jasa, dengan tarif layanan yang terdiri atas tarif layanan akademik dan tarif layanan penunjang 
akademik.   

Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama 
dapat memberikan Jasa layanan di bidang jasa pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. Badan 
Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama dapat 
melakukan Kerja Sama Operasional dan/atau kerjasama sumber daya manusia/manajemen 
dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang jasa pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
77/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri 
Walisongo Semarang pada Kementerian Agama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 18 Desember 2018. 

  - Lampiran halaman 10-12. 

 


